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Lima Peraturan...

Pembentukan Peraturan
Daerah (Bapemperda).

Sri Wahyuni, anggota
Bapemperda, mengatakan,
berdasarkan kajian Bapem-
perda ada lima Perda yang
dicabut karena adanya per-
ubahan kewenangan peme-
rintah daerah.

"Maka harus dilakukan
penyesuaian agar tidak
terjadi kerancuan pera-
turan. Karena beberapa
hal mengalami pergantian
kewenangan, baik ke pu-
sat maupun daerah,” ka-
tanya.

Lima Perda tersebut ada-

lah Perda no 6 tahun 1995

tentang pemeriksaan ternak
di Jateng; Perda no 12 ta-
hun 2003 tentang tuntutan
perbendaharaan ganti rugi
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Lima Peraturan Daerah

(Perda) resmi dicabut dalam Sidang Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng, Senin

(27/5).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, me-
ngatakan, pencabutan Perda tersebut sebagai res-
pon perkembangan serta perubahan kewenangan.

Pencabutan Perda tersebut diprakarsai Badan

B DARI HALAMAN 9
keuangan dan barang dae-
rah; Perda 15 tahun 2003,
tentang tata cara pengha-
pusan piutang pajak dae-
rah dan retribusi daerah;
Perda 8 tahun 2010 tentang
pengelolaan panas bumi di
Jateng; dan Perda 1 tahun
2012 tentang pengendalian
Muatan angkutan barang
di jalan.

"Perda itu mengatakan
timbangan kendaraan men-
jadi wewenang pusat dan
itu perlu dicabut. Penetap-
an lokasi dan pengoperasi-
an atau penutupan penim-
bang kendaraan bermotor
saat ini telah beralih ke Pe-
merintah Pusat,” katanya.

Bapemperda juga me-
nyertakan catatan lain ter-
kait pencabutan Perda ter-
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sebut.

Untuk Perda no 6 tahun
1995 tentang pemeriksaan
ternak di Jateng dicabut
karena tidak sesuai dengan
UU 28 nomor 2009.

Sementara untuk Perda
no 12 tahun 2003 tentang
tuntutan perbendaharaan
ganti rugi keuangan dan
barang daerah, tidak lagi
sesuai regulasi terkait, satu
di antaranya Perda 5 tahun
2017 tentang pengelolaan
barang daerah dan serta
peraturan BPK nomor 3 ta-
hun 2007 tentang tatacara
penyelesaian ganti rugi.

"Perda 15 tahun 2003,
tentang tata cara pengha-
pusan piutang pajak dae-
rah dan retribusi daerah
yang mengacu UU nomor
18 tahun 1997 juga dicabut
dua-duanya. Untuk Perda

8 tahun 2010 tentang pe-
ngelolaan panas bumi di
Jateng, kewenangan yang
tidak langsung merupakan
kewenangan pemerintah
pusat,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo mengata-
kan perubahan atau pen-
cabutan Perda tersebut
memang harus segera dila-
kukan agar tidak ada tum-
pang tindih peraturan.

Dia bersyukur, para ang-
gota dewan langsung sigap
menyikapi perubahan ter-
sebut.

"Kami sangat senang
karena dewan responsif
dengan perubahan yang
terjadi. Terutama karena
peraturan di atasnya telah
berganti maka yang di dae-
rah harus diganti," katanya.
(afn)



